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Kelebihan Bayar Proyek
Jadi Temuan Rutin

PENYERAHAN LAPORAN HASIL FEMES
KINERJIA DAN KEPATUHANM SEMESTER II T,

BPK RI Warning
Pemprov dan
Pemda se-Banten

SATELITNEWS, SERANG - Badan
Permeriksn  Keuangan (BPK) RI
Kantor Perwakilan Provinsi Banten,
mencatatkan  (emuan kelebihan
bavar pada sejumniah proyek infra-
strukiur jalan semester 11 Tahun
Anggaran 2023 pada figa entitas
yang diperksa yaknl, Pemprov
Banten, Kabupaten Tangerang dan
Kabupaten Pandeglang, yang nom-
inaliya sebesar Rpl 1,82 miliar

Haltersebut, diungkapkan Ke-
pala BPK RI Perwakilan Provinsi
Banten Dede Sukarjo, seusal
keglatan penyerahan Laporan
Hasll Pemeriksaan Kinerfa dan
Kepatuhan Semester 1T Tahun
2023 pada Pemerintah Provinsi
Banten, Kabupaten Tangerang,
Kota Tangerang Selatan, dan
Kabupaten Pandeglang, i
Aula kantor BPK Rl Perwakilan
Provinsl Banten, Palima, Kota
Serang, lumat (19/1) lalw.

Dede mengungkapkarn, iemuan
kelebihan bayar itu berdasarkan
hasll ufi petk vang dilakukan
BPK, terhadap beberapa sam-
pling proyek infrastruktur di mas-
Ing-masing tiga Pemnda diatas.

Darl hasli sampling itu, BPK
menemukan beberapa proyek
infrastruktur yang terjadl pen-
gurangan volume dan kuantitas.

Dede Juga tidek menapik, jika
ditelusuri lebih jaub, jumlah
kelebihan bayar itu bisa saja ber-

o .

tambalh.

Pasalnya, yang dilakukan BPK
hanya sampling uji petik di la-
pangan dengan metodologi dan
peralatan yang digunakan, pa-
dahal jika ditelusurl ada ratusan
proyek infrastruktur yang diker-
fakan. “Tapl tidak mungkin, Kita
lakukan kepada semua proyek
infrastruktur dilakukan uji petik,
apalagl jumlah SDM dan waktu
kita juga dibatasl,” pungkasnya.

Dede melanjutkan, dari jum-
lah Rpll.82 millar keleblhan
bavar {tu yang terfad! di proyek
pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR)
Provinsi Banten sebesar Rp5,11
Millar, Kabupaten Tangerang
Rp5,92 millar dan Kabupaten
Pandeglang Rp789,93 |uta.

Atas hal itu, BPK memberikan
waktu 60 harl kerja kepada pthak
terkuit untuk membuat rencana
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tindak lanjut pengembalian.

Ketiganya, diakul Dede, sam-
pal saar Inl studah melakukan
upaya pengembalian kelebihan
bayar itu, yang dikirim ke reken-
Ing Kas Daerah (Kasda).

Pemprov Banten tercatat su-
dah  mengemballkan sebesar
Rp3,11 milfar darl total Rp5,11
miliar, lalu Pemkab Tangerang
telah menindaklanjud selurub-
nya sebesar Rp5,92 millar se-
dangkan Pemkab Pandeglang
telah  menindaklanjutl dengan
pengembalian ke Kasda sebe-
sar Rp726,79 Juta. “Sekitar Rp63
Jutaan yang belum dikemba-
likan” iImbuhnya.

Diakul Dede, temuan Itu
merupakan kejadian yang terus
berulang, difakukan oleh mas-
Ing-masing Pemda, Hal i, tidak
terlepas darl perencanaan dan
pengadaan barang dan jasa yang

belumsepenuhnyasesual keten-
tuan, serta kekurangan volume
pekerjaan dan pekerfaan fisik
yang tdak sesual dengan spe-
sifikasl teknis yang ditetapkan
dalam kontrak, sehingge men-
gakibatkan terjadinya kelebihan
pembavaran kepada penyedia
jasa. "Yang menjad! temuan Itu
vaknl pelaksanaan pekerjaan ja-
Ean paving block, aspal, dan bet-
on serta belanja jasa konsultansi
perencanaan dan pengawasan
tidak sesual ketentuan kontrak,
sehingga mengakibatkan kele-
bihan/potensi kelebiban pem-
bayaran sebesarRpl 1,82 miliar”
papamya.

P| Gubernur Banten Al Mukta-
bar, mengaku akan patub terha-
dap semua temuan darl BPK ltu
din akan melakukan tndak lan-
Jut segera, sepertl norma aturan
vang sudah ditetapkan, meski-
pun pihaknya sudah melakukan
pengembalian kelebihan bayar itu
sebaglan. “Kita masih ada tenggat
pembayaran SP2D, kepada plhak
ketga Dl stou, Kiia akan sesual-
kan dengan volume dan kuantitas
kelebibannya,” ucapnya.

Meskldemikian, lanjutnya, pi-
haknya saat Inl tengah melaku-
kan pemeiaan struktur  pola
vang lainnya Bersama Kabupat-
en dan Kota.

Sepada dikatakan Wakll Ke-
tua DPRD Provinsi Banten Budi
Prayogo. Menurutnya, dirinya
akan melakukan pengecekan
proyek mana safa yang menjadl
temuan keleblhan pembayaran
ftu. (luthfi/mardiana)




